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Yang bertanda tangan di bawah ini:

l. Nama : DOMINGGUS NICODEMUS KAYA
Jabatan : Penjnbat Walikota Ambon
Alamat : JL Sultan Hairun No. 1, Ambon

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Ambon.
Selanjutnya disebul sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama ¢ ELY TOISUTA
Jabatan : Ketua DPRD Kota Ambon
Alamat : JL Rijali No, 28, Ambon
Nama : GERALD MAILOA
Jabatan : Wakil Ketun DPRD Kota Ambon
Alamat : JL Ryali No. 28, Ambon
Nama : RUSTAM LATUPONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Ambon
Alamat : JL Rijali No. 28, Ambon

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD
diperlukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) vang disepakati bersama antara DPRD
dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan scbagai dasar penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran
2024,

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap Kebijakan
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah vang menjadi dasar dalam
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024,



Secara lengkap, Kebijjakan Umum Anggaran (KUA] Tahun 2024 disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan vang tidak terpisahkan dengan Nota
Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Prioritas dan Plafon Anpgaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2024.

Ambon, 27 Agustus 2024
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1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA

Berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2} Peraturan Pemerintah Nomor
12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan APED dapat
dilakulan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KLA,
keadaan yang menyebabkan harus dilzkukan pergeseran anggaran antar
organisasl, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan 5iLPA tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadasn
tuar bizsa.

Sejalan dengan dinamika perkembangan Kota Ambon, serta
memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kepiatan APBD Kota Ambon
sampai dengan akhir semester pertama Tahun Anggaran 2024 dan perkembangan
berbagai asumsl dalam Kebiiakan Umum APFBD (KLIA) Kota Ambon Tahun
Anggaran 2024, meliputi : perubahan asumsi ekonomi makro yang telah
disepakat], perpeseran belanja antar kegiatan, pemanfaatan SILPA tahun 2023,
evaluas terhadap Pendapatan Asli Daerah, penjadwalan ulang beberapa kegiatan,
maka harus dilakuksn perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KLUIPA) sebagai dasar
penyusunan APED Perubahan Tahun 2024, dilakukan secara menyeluruh guna
menampung seluruh perubshan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan
pembizyaan daersh yang berimbas pada stuktur APBD Kota Ambon Tahun
Anggaran 2024. Perubahan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa
pelampauan atau tidak tercapainye proyeksi Pendapatan Daerah. pelampauan
atau tidak terealisasinya alokasd Belanja Daerah, dan/atau perubahan sumber dan
penggunaan Pembiayaan daerah, maupun penyelesaian hutang daerah yang tidak
ditampung dalam APED awal.

Secara substansi. semsal Peraturan Menterl Dalam Meperl Nomor 77
Tahun 2020, Perubahan Kebijakan Umum AFBD Tahun 2024 memuat kerangka
ekomoml makro dasrah. asumsi dasar dalam penyuwunan perubahan anggaran
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pendapatan dan belanja. perubahan kebijakan pendapatan daerah. perubahan
kebijakan belanja daerah, perubahan kebijalan pembiayaan daerah serta strategi

pencapaian.

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024,
Pemerintah Kota Ambon tetap melakukan penyesuatan dan adaptasi terhadap
perkembangan serta tantangan pembangunan yang telah diprediksi sebelummya
antarg ialn : perubahan iklim, ketidakpastian arah geopolitik, serta disrupsl
pasokan terutama energi dan pangan. Di tengah tinggirys fakior ketidakpastian
tersebut, pemerintah daerah tetap berupaya memperkuat daya tahan
perekonomian dengan cara mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah,
mengendalikan inflas. serta memperkuat industr kecil. Keberlanjutan intervensi
pada program pemberdayaan masyarakat tetap dijaga karena perannya sangat
vital dalam menjaga daya beli masyarakat untuk menjamin stabilitas soslal dan
ekonomi di dasrah. Pada ssi lain. momentum penyelenggaraan pemilthan
presiden maupun pemilihan legisatif, telash teriaksana dengan baik, dan

selanjutnya menjadi tugas kifa bersama untuk mensukseskan pemilihan umum

kepala dserah yang skan dilaksanakan pads Bulan Nopember nanti, demi
menjaga stabilitas politik. sosial, dan perekonomian daerah,

1.2. Tujuan Peryusunan Eebljakan Umumn Perubahan APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubshan APBD Tahum 2024
adalah untuk :

1.  Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Ambon dengan
Dewan Perwakilan Ralyat Daerah (DPRD) Kofa Ambon atas perubahan
kebijakan pendapatan. belanja dan pembiayaan serls asumsi yang
mendasarinya;

2. Menjadi landasan penyusunan Rancangan Prioritas Plafond Anggaran
Sementara Perubahan (FPAS-F) APED Kota Ambon Tahun Anggaran 2024,

L3. Dasar Pemyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara:
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Z. Undang-Undang Nomeor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

3. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Masional:

4. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintshan Daerah
sebagaimana teizh diubah beberapa kall ferakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Momor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daersh:

5. Undang-Undang Momaor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

6. Undang-Undang Nonor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemertintah Pusat dan Permerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Momor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerash dan Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tshapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Bvaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah
Daerah

9. Peraturan Pemerintah Momor /1 Tahun 2010 tentang tentang Standar
Akuntansi Pemerintzhan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah:

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenfang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Momor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah:

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania Daersh Tahun Anggaran
2024;

16, Peraturan Wallkota Ambon Momor ..... Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Ambon Tahun 2023-2026;

17. Peraturan Walikofa Ambon MNomor ... [Tahun 2023 tentang Perubahan
Rencana Eerja Pemernintah Daerah [REPD) Kota Ambon Tahun 2023,
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Il. KERANGHA EXONOMI MAKRO DAERAH

2L Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sampal dengan akhir semester pertama Tahun 2024, perckonomian dunia
masih dihadapkan pada tiga tantangan besar, yang tunst berpengaruh pada
pembangunan di Kota Ambon. Ke-tiga tantangan besar tersebut yaitu perubahan
ikiim, ketidakpastian arah geopolitik, serta disrupsi pasokan terutama energi dan
pangan. D tengah tingginya faktor ketidakpastian tersebut, Pemerintah Kota
Ambon harus terus berupaya untuk memperkuat daya tahan perekionomian yang
selama ind telah terbentuk. Keberlanjutan intervensi pada program pemberdayaan
masyarakat periu dijaga karena perannya sangat vital dalam menjaga daya beli
masyarakat unbuk menfamin stabilffas sosial dan ekonomi df daersh. Pada s
lain. Pemerintah Kota Ambon harus mempercepat realisasi belanja daerah, serta
mendorong peran swasta untuk memperkuat perekonomian deerah.,

Pemiliban Umum Presiden maupun legiaslafif, felah terlaksana secara baik,
dan selanjutnya Pemilukads Tahun 2024 perlu disuksesan demd menjaga
stabilitas politik, sosial, dan perekonomian baik secara nasional. maupun di
daerah. Oleh karena itu. keberhasilan Pemilu 2024 perlu dikawal dengan balk
oleh seluruh pihak.

Stabiiitas sosial dan politic merupakan salah satu aspek penting dalam
menjaga daya saing perekonomian daersh, terutama dalam menarik invertasi,
Meningkatnya investas diyakini akan dapat mendorong produktivitas daerah
serta membuka lapangan kerja yang layak bagi masyarakat di Kota Ambon. Selain
itu, pembangunan perekonomian hijsu secara berkelanjutan diharapkan akan
memberikan dampak positif bagi keberlangsungan pemanfaatan DA dalam
jangka panjang serta meninghkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon.

Arah kebilakan ekonom! Kota Ambon Tahun 2024 dalam perubahan
Kebijakan Umum Anggaran, disusun dengan memperhatikan kinerja
perekonomian daersh tahun-tahun sebefumnya. Indikator perekonomian dasrah



yvang dikaii meliputi Produk Domestik Eegional Brutto (PDRE). Pertumbuhan
Ekonomi, inflasi Daersh, Angka Kemiskinan dan Anghka Pengangguran.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRE)

Produk Domestik Regional Bruto (FDRE) merupakan salsh satu Indikator
penting untuk mengetahul kondisi perekonomian sualu daersh secara makro,
PORE didefifinisikan sebagal jumiah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit
usaha dalam suatu wilayah. atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir
yang dihasilkan oleh sefuruh unit ekonomi. Pembangunan ekonomi Kota Ambon
dari tahun ke fahun menunjukkan adanya peningkatan seiring dengan dinamika
pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka
PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harge konstan. Apabila
dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku. total nilsi PDRE Kota Ambon
tahun 2019 adalah sebesar Rp.14.808.718,93 juta, tetapi di tahun 2020 PDRE
mengalami periambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh pandemi Cowid-18,
PORE ADHB Kotz Ambon tahun 2020 adalah sebesar Rp.14.706.629.91 juta.
$ejalan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah  dalam menangani
Covig-19. perekonomian Kota Ambon secara periahan kembali pulih. Hal ini
ditandal dengan meningkatnya PDRE ADHE Kota Ambon tahun 2021 yang
mencapai Rp.15.574.082,87 juta dan ferus meningkat menjadi sebesar
Rp.18.530.704,66 juta di tahun 2023,

Apabila dihitung Atas Dasar Harga Konstan, total nilai PDRE Kota Ambon
tshun 2019 sebesar Rp.10,.394.971,62 juta. Pada tahun 2020 PDRE Kota Ambon
mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi Cowig™ /8 dimana PDRE
hanya mencapai Rp.10.192.380.69 juta. PDRB ADHK kembali menunjuldean
trend peningkatan dan mencapai sebesar Rp.10.607.997 .69 juta di tahun 2021
dan terus meninghkat menjadi sebesar Rp.11.648.035.20 juta di tahun 2023,
PDRE ADHE dan ADHEK Kota Ambon tahun 2019-20232 dapat dilihat pada Tabel
1. dan Tabe] 2.
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Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRE)} ADHE Kota Ambon
Tahun 2018 - 2023

s Tuirm e I g B [T R -0 it g

Ligargm hems
L] i 1] HH i FFil
] ] ] £l F] a
A Patzuar W LI1UT VIR Ll B i, M TL IR e
B Paramhage e Pagpiaa IR A LU 15, B4l AL
£ bl o Pongniahas 59 SEOAS 5341735 55 53 3508 5 I7E TR Bl
B Peipetnn Lotk dan e it i RN LT F1TET 00T FRELETY o Fali db
F. Pergeban  Pogpsbslan G, el ITLAARSS I AW 5 TER ¥ 14 RN L LT
dwr Lur Bemp
A T 5T T RN MOLERET (TSR LS
[T e T L e TR TR e R T L T CLETERE ] L P | (REFR G ih D] &1 ALl Ry REE]
tha tepeme Mpior
W, Trasegariisi e Parpedeged e LT T LT LFLErd Il L FRUTRT TR
b Perysabain Shividid s Plad B2 2o nari ST A% NP R IR, AT 410 ¥RRA AW RS
L iefemmnd kenmas e i L iHE LS LIdElakd dal RN L e
Bl brampan dacckiai s 1 el T LRTLR - L1 1358, FILnA RLLE - E11 AT T
L Herl s S e EUN R id ik L[ 0
Wi e Peaatoar BN FE AN AR R T JTERD 18 067 41
B bl i bl P s, o . AT b e I8 R 4, 195,0a 30 i dArd, 1R T L TET MRS
Fanarp Yrid
F. i reidden 280 Y 5 T R E T LR j T 1K TN
B s brpiate f Maglaan L5 fdal B TREES (PR RLTT ERLR A FL bR HFj
L TR EELITAY 20T ALK 130.M0 11 1A 25 i
A, Gwm=tiy fepoasd Sraly 18804 M8 hoWe EFESN]  [ASNLEIE) B 10 BA094  EESED Tl S

Samber - Kotz Ambon Calam Angka 2024 (data diclah)

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRE) ADHK Kota Ambon
Tahun 2019 - 2023
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2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Kota Ambon memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian
di Maluku karena memilikl beragam infrastrubfur unfuk mendukung skbivitas
ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun
perdagangan antar Megara. Kinerja laiu pertumbuhan ekonomi Kota Ambon
berdasarkan laju perfumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha
menunjukkan pergerakan yang beragam. Laju Perfumbuhan Boonomi Kotz
Ambon sejak tahun 2019 ampai dengan tahun 2023 memperiihatkan adanya
flukiuasi (Qambar 1.). Pada tehun 2019, perckonomian Kofa ambon yang
dihitung berdasarkan tshun dasar 2010 bertumbuh sebesar 5.78%. Keondis
pandemi Cowig-l?yang teriadi di awal tahun 2020, menyebablan pertumbuhan
ekonomi Kota Ambon mengalami perlambatan dan terjadi kontraksi, dimana
ekonomi bertumbuh sebesar -1.95 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi
tersebut tidak lepas dan pemberlakuan Pernbatasan Sosial Berskala Besar (FSBE)
untuk mencegah penyebaran virus,

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon bersama
stakefolders dan seluruh masyarakat untuk mengendalikan penularan Cowvid-I¢
telah berhasil menekan angka penularan. Keberhasilan Pemerintah Kota Ambon
dalam mengendalikan Cowd-/9 melalul peninghatan cakupan vaksin tahap | dan
11, telah berhasé memulihkan berbagai aktivitas ekonomi. Peningkatan aktivitas
ekonoml tersebut turut berkontrbusl terhadeap perfumbuhan skonomi, dimana
tahun 2021 perekonomian bertumbuh sebesar 4,08% dan di tahun 2022 sebesar
3,11%e. Laju pertfumbuhan PDEE di tahun 2023, mengalami perurunan menjadi
sebesar 4.47%. Perlambatan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2023,
sangat dipengaruhi oleh faktor keterlambatan atau terfundanys belanja
pemerintah, dimana LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial merupakan penyumbang terbesar PDRE Kota Ambon. Secara umum,
periambatan laju perfumbuhan tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan 9
Lapangen Usaha yang mengalami pertumbuhan lebih rendah [fka dibandingkan
pertumbuhan tahun 2032, Lapangan Usaha tersebut yaitu : LU Indusir
Pengolahan, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Penyedizan Akomodasi dan
Makan Minum, LU Komunikasi dan Informasi, LU Jasa Perusshaan, LU
Administrasi Pernerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, LU Jasa Pendidikan,
LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. LU Jasa Lainnya. laju Pertumbuhan
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Ekonomi Kota Ambon tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat pada
Cambar 1.

511
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209 3021 0232 2023

1,95

Sumber : Kota &mbon Calam Angka 2024 (data diolah)
ambar 1. Laju Pertumbuhan Ekenpmi Kota Ambon Tehun J019-2023

2.1.3. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenalkan harga barang dan jasa secars umum, dimana
barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan polok manyarakat. Inflasi Kota
Ambon dalam tiga tahun terakhir menunjukkan terjadi peningkatan secara
signifikan, Inflasi tahun ke tahun pada tahun 2020 adalsh sebesar 0,09%,
meningkat menjadi sebesar 4,05% di tahun 2021, Tahun 2022, inflasi Kota
Ambon meningkat menjadi sebesar 6.39%6. Inflasi yang rendah di tahun 2020,
padas satu sisi. menunjukkan capaian Pemerintah Kota Ambon dalam
mengendzlikan dan menjaga stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok,
terutama pada masa pandemi Cowid-T2. Upaya Pemerintah Kota Ambon untuk
menjaga stabilitas harga dilakukan melalui koordinas maupun survey dan
pengawasan langsung di pasar-pasar. Pada sisl lain, rendahnya inflasi di tahun
2020, juga disebabkan oleh rendahnya dayas beli masyarakat sebagai dampak
pandemi Cowa /2. Harga barang kebutuhan pokok yang cenderung lebih
stabil di tahun 2020, telah mendorong tinghkat konsumsi terutama disaat-saat
melemahnya daya beli masyarakat di masa pandemi Cowid-/%. Sejalan dengan
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semakin membaiknya perekonomian masyarakat, inflasi Kota Ambon kembali
mengalami peningkatan di tashun 2021 dan 2022, Inflasi Kota Ambon terus
menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. yang disebabkan oleh
meningkatnya harga kebutuhan bahan polok.  Meningkatnya harga
kebutuhan bahan pokok sscara umum dipengaruhi oleh kenaikan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN} dan cukai rokok, serta perang Rusia dan Ukraina
vang berpengarub terhadap eksport dan import Indonesda. Gambaran inflas
Tahun ke Tahun Kota Ambon Tahun 2020 - 2022 dapat dilihat pada Gambar
2.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dimana
barang dan jasa terssbut merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
Pengendalian Inflasi di Kota Ambon dalam tiga tahun terakhir menunjubdan
hasll yang belum optimal., hal ini setidaknya ditunjukkan oleh tingkat inflasi
yang selalu berflultuasd, baik inflasi tahunan maupun inflasi bulanan, [nflasi
tahunan (year on year) dl Kota Ambon pada tahun 2021 adaiah sebesar 4.05%
meningkat dari fahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0.0%%%. Fada tahun
2022, inflasi Kota Ambon meninghat sangat tinggi menjadi sebesar 6,39%.
Pengendalian terhadap inflasi dasrah yang langwung dipanfau dan
dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, telah memacu kinerja Tim
Pengendali Inflasi Daerah Kota Ambon untuk bekeria lebih maksimal. Hasil
keria tersebut setidaknya dapat ditunjukkan oleh tingkat inflasi tahun ke tahun
Kota Ambon di tahun 2023 yang berada pada tingkat 2.77%. Berdasrkan
data pada gambar 1.16. Inflasi Tahun ke Tahun tertinggl teriadi pada Bulan Juni
(6,109%) dan terendah pada Bulan Desember (2,7796). Gambaran Inflasi Tahun
ke Tahun Kota Ambon Tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.
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Sementara itu, Inflasi tertinggi secara bulanan (month to month) dalam tiga
tahun terakhir terjadai pada Bulan Juni tahun 2023 yaitu sebesar 1,109 dan
inflasi terendah terjadi pada Bulan Januari 2021 sebesar 0.02%. Di tahun 2023,
Kota Ambon mengalami deflasi pada Bulan Januari (0,21%), Februan {0.61%),
Juli (0.06%), dan Agustus (0.35%). Gambaran Inflasi bulanan (month to
month) Kota Ambon Tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pads Gambar 3,
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2.1.4. Anghka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana ferjadi ketidakmampuan untuk
memenubl kebutuban dasar seperti makanan. pakalan, tempat berlindung,
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebablkan oleh kelanghkaan alat
pemenubs kebutuban dasar, staupun swlitnya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan.

Secara komulatif jumlah penduduk miskin di Kota Ambon terus
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali di tahun 2022, Jumiah
penduduk miskin di Kota Ambon tahun 2019 adalah sebanyak 21.660 jiwa dan
terus meningkat setiap tahunnya, menjadi sebanyak 25.870 jiwa di tahun 2022,
Meninghkatnya jumlah penduduk miskin turut berpengaruh pada meninghatnya
persentase atau tingkat kemiskinan, Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kota
Ambon sshesar 4.5, berkurang di tahun 2020 menjadi sebesar 4.51%. Pada
tahun 2021, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan menjadi sebesar 5.02%,
D tahun 2022 tingkat kemiskinan sempat mengalami penunsnan menjadi sebesar
4.68% tetapi kemudian meningkat lagi di tahun 2023 menjadi sebesar 5.25%..
Meningkatnya jumiah penduduk miskin di Kota Ambaon, sangat dipengaruhi oleh
meningkatnya garls kemiskinan. Caris kemiskinan Kota Ambon tahun 2023
adalah sebesar Rp.716.560.- meninghkat sebesar 8.40% dibanding tahun 20232,
Jumlzh penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Ambon tahun
2019-2023 secara lenghap dapat dilihat pada Gambar 4.
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2.1.5. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TFT) merupakan indikator
ketenagakerisan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah
pengangguran di Kota Ambon dibandingkan dengan jumiah penduduk yang
termasuk pada kategori angkatan keria. Besar kecilnya tinghat pengangguran
terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan keria yang termasuk
dalam pengangguran.

Perkembangan TFT di Kota Ambon sangat fluktustif dalam fima tahun
terakhir. Pada tahun 2018, TFT di Kota Ambon adalah sebesar 12,22% atau
sebanyak 23.830 crang. 3ecara ebsolut jumlah pengangguran di Kota Ambon
sempat meningkat signifikan di tahun 2020 sebagai akibat pandemi Cowid-¢
yvang melanda Kota Ambon. Pengangguran di Kota Ambon tahun 2020 adalah
sebanyak 28.032 orang atau sebesar 12.8B4%. Sejalan dengan semakin
membaikmya aktifitas perekonomian di Kota Ambon, turut memberikan dampak
terhadap penurunan TPT di Tahun 2021 menjadi sebesar 11.32% atau sebanyai
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23.762 orang. Di Tahun 20022 TPT Eota Ambon kemball mengalami peningkatan
menjadi 11,679 atau sebesar 27.531 orang. Jumlah pengangguran dan tinglkat
tingkat pengangpuran terbuka di Kota Ambeon tahun 2019-2023 secara lengkap
dapat dilihat pada gambar 5.
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Sumber : Koty aAmbon Calam Angka 2024 (data dialah)
Gambar 5. Jumilah dan Tingkat Pengangguran di Kota Amibon Tahun 2018.2023

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Keuangan Daerah
adalah sermua hak dan kewajiban Daesrsh dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dapat dmilai dengan uwang serfa segala bentuk
kekayaan yang dapat diadikan millk Daerah berhubung dengan hak dan
kewajtban Daerah tersebuf. Sesuai amanal Peraturan Pemerintzh tersebut,
pengelolaan keuangan dasrah dilaksanaken secara fert®. vaitu dikelola secara
tepat walktu dan tepat guna yang didulung dengan buldi administrasi yang dapat
dipertanggungiawabkan: Hiwen, yaitu pencapaian keluaran (output) fertentu
dengan masukan ferendah atau masukan terendah demgan keluaran (output)
maksimal; Stonomis yaitu peroiehan masukan dengan kualitas dan kuantitas
tertentu pada tingkat harga terendah; ffekti yaitu pencapaian hasil program
dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandinghkan
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keluaran dengan hasl: Tramsparan, yeitu  prinsip  keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi
seluas-uasmya tentang keuangan daerzh: Serfangeuny Jawab yaltu kewsajiban
unfuk mempertanggungiawabkan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang dipercayakan:
Keadlian, yaitu keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya;
Kepafuran, yaitu tindakan yang dilakulkan dengan wajar dan proporsional;
Manfaat umtuk masyarakaf, dimana keuangan daerah diutamakan untuk

pemenuhan kebutuhan maryarakat: serta Taal pada kefenvuan perundang-
undangan, yaitu pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.  Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adsiah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan. pertangpunglawaban. dan pengawasen Keuangan
Daerah.,

Dalam rangka pelsksanaan ursan pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Pemerintahan Dasrah, maka pengelolaan keuangan daerah menjadi

baglan yang tidak terpisshkan darl sistem pengelodaan keuangan negara dan
merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemeriniahan daerah. Seami
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pengeiolaan Keuangan Dasrah
merupakan bagian yang tidak tferpisahkan dar penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Deerah sebagal akibat darl penyerahan
Urusan Permermntahan.

Pembangunan deersh tidak terdepas darl kemampuan fiskal keuangan
daerah dalam rengka pendanaan program pricritas pembangunan yang
dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengeiclsan keuangan daerah periu
ditempuh dalam rangka optimalisad keuangan daerash agar mampu untuk
mendanal program prioritas pembangunan. Sesual dengan kewenangan yang
tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Daerah diberikan kesempatan untuk melakukan peran yang lebih aldif dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendansan melalui
sumber pendapatan daersh dalam APED. terdapat sumber pendanaan lainnya
yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan. antara lain
pendanaan melatui APEN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia ussha, swadaya
masyarakat serta konstribusl pelabu  waha melalul  Cooporate  Social
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Responsbiiity (C5R) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan
Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBEDes.
Arah kebljakan keuangan daserah dalam pemyusunan perubshan APED
tahun 2024 dirumuskan melalui penghitungan kapasitas riil kevangan daerah
dengan mempertimbangkan realisasl tahun-tahun  sebelumnya dan  serta
mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak terhadap
penerimaen  pendapatan pada tfahum 2024 yang kemudian diarshkan
pendanaannya bagi program pembangunan daerah prioritas dengan alokasi pada:
1. Priortas Kesatu, permenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat
wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dazar

2. Prioritas Kedua. pada pemenuhan belanja yang mendubung pencapaian Visi
Mis Daerah:

3. Prioritas Ketiga, dalam rangka pendansan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah lainny=.
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II1. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA AMBON TAHUN 2023

3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubshan APBD
3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Ambon Tahun 2024, sangat
dipenganshi oleh pertumbuhan ekonomi pada tataran global, nasional, maupun
Ingkungan Proving Maluku. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon di tahun
2024 diperkirakan akan berada pada tren positif, atau lebih tinggi jika dibanding
laju pertumbuhan tahun 2022 maupun tahun 2023, Indikasi tersebut terlihat
pada laju pertumbuhan skonomi Provins Maluku triveulan 11l tahun 2023 yang
mampu bertumbuh sebesar 5.69 persen (y-ony). Pertumbuhan ekonomi
Provinsi Maluku memberikan optimisme yang tinggl terhadap proyeksi
pertumbuhan skonomi Kota Ambon, mengingat lebih dari 32 persen PDRE
Prowvinsi Maluku disumbang oleh Kota Amban.

Pada tahun 2024, prospek pertumbuban ekonoml Kota Ambon
diperkirakankan akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tshun 2022
maupun tahun 2023. Lapangan Lisaha vang diperkirakan akan memberikan
kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja perekonomian Kota Ambon
adalah lapangan Usaha Jass Kesehatan dan Kegiatan Sosisl.  Proyeks
pertumbuhan tersebut didasarkan pada pola historis pertumbuhan Lapangan
Usaha dalam lima tahun terakhir. Rata-rata perfumbuhan Lapangan Usaha Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial dalam lima tahun terakhir adalah sebesar 7,18
persen.  Selain itu, pertumbuban Lapangan Lisaha Jasa Keuangan dan Asuransi
yang mempu bertumbuh rata-rata 5,18 % dalam lima tahun terakhir,
dipredikskan akan memberikan kontribusi positif terhadap faju pertumbuhan
ekonomi Kota Ambon tahun 2024, Sedangkan Lapangan Ussha Adminsitrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Wallb, yang menjadi basis perekonomian
Kota Ambon, diharapkan juga akan memberikan kontribusi positif terhadap Isju
pertumbuhan ekonomi Rota Ambon. Rafa-rats laju pertumbuhan Lapangan
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Usaha Adminsitrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Waiib, dalam lima
tahun terakhir adalah sebesar 5,16 %6.

Lapangan Usaha lasa Keuangan dan Asuransi merupakan salah satu
Lapangan Ussha non primer yang mampu bertahan dalam masa pandemi Cowid-
19. Kinerja positif Lapangan Ussha inl ditunjukkan dengan posisl simpanan
maupun pinjaman masyarakat di Kota Ambon baik pada Bank Umum maupun
BPR yang terus mengalami peninghatan. Berdasarkan data Bank Indonesia
Perwskilan Maluku, pada Bulan Maret Tahun 2023. smpanan masyarakat di
Kota Ambon mencapal Rp.5,20 trilyun, meningkat jika dibanding bulan yang
sama tahun 2022 dimana simpanan masyarakat sebesar Rp.9,01 trityun. Pada s«
lain, pinjaman masyarakal juga mengslami peningkatan, dimana pada Bulan
Maret Tahun 2023 pinjaman masyarakat adalah sebesmr Rp.7.38 frilyun
meningkat dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.56.98
trilyun,

Pertumbuhan Lapangan Usaha Adminsitrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Wajib didorong oleh upaya Pemerintash Daersh dalam
mereatisasikan belanja operasional baik berupa belanja pegawai maupun belanja
barang dan jasa. serta belanja modal terutama dalam upaya pemulihan ekonomi
daerah, serta pembangunan infrastrultur. Selain itu, permintaan penerbangan
udara dan perhubungan laut semakin meningkat seiring tidak diberlabukan lzgi
permnbatasan perjalanan, diperidiran akan berdampak positif terhadap Iaju
pertumbuhan LU Transportasd dan Pergudangan.

3.2, Inflasi Daerah

Kota Ambon tercatat mengalami inflasi year on year {yoy) pada Oktober
2023 sebesar 3,56 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHE) 118,94, Inflas
yoy di Kota Ambon terjadi karena adamya kenaflan harga yang ditunjukkan oleh
peningkatan indeks pada 10 kelompok pengeluaran, dimana indeks tertinggi pada
kelompok  maksnan, minuman dan  tembakau  sebemr B05%, dan
terendah pada kelompok pakaian dan alas kald sebesar 0,38%. Sedanghkan
Kelompok pengeluaran yang mengalami deflast yaitu kelompok informast,
komunikasi dan jasa keuangan sebesar 3,87 persen.  lima komoditas dominan
yang memberdkan andil/sumbangan inflasi yoy di Kota Ambon yakni beras
1,0232 %, rokok kretek filter 0,4833 %, rokok putih 01,3416 %, tempe 0.2126 %
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dan bahan bakar rumah tzngga 0.1637 %. Sedangkan komoditas penghambat
inflasi yaitu than selar/fkawalinya, telepon seluler, cabe rawit, tkan layang. dan
minyak goreng.

Lementara ifu, secare month fo month (mtm) Kote Ambon fercatat
mengalami inflasi sebesar 0.39 9. NKomoditas yang dominan memberikan
andil/sumbangan inflasi mim Oldober 2023 di Kota Ambon yakni tarif angkutan
udara 0,.2574 %, beras 02365 %, cabai rawit (0,0835 %o, cabai merah 0,0400 %5,
dan lemon 0.0222 %. Komoditi penghambat infiasi yakni kangkung. ikan
layang/mumar, kacang panjang, sawi hijau, dan terong.

Tekanan inflasi di Kota Ambon tehun 2024, diperkirakan akan didominasi
oleh kelompok pengeluaran transportasi khususnya anglutan udara. Peninghatan
dimaksud terjadi sejalan dengan meningkatnya harga minyak dunia, akibat
konflik Timur Tengah. Tekanan terhadap inflasi juga terjadi pada kelompok
makanan dan minuman. yang disebabkan produktivitas panen yang mengakami
penurunan karena faktor kiim.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon untuk
mengendalikan inflasi harga barang terutama untuk jenis kebutuhan pokol.
Upaya tersebut dilakukan melalui operasi pasar secara periodik, penyebarluasan
harga-harga barang kebutuhan pokck secara harian, baik melalui media off line
maupun online. Selain fu, Pemeriniah Kota Ambon melakukan keglatan pasar
murah untuk menormalisasi harga-harga barang yang cenderung naik. Inowvasi
daerah Kalesang Kintal Kosong yang dicananghkan sejak tahun 2022, masih
menjadi bagian dari upaya pengendalian inflas, melahd kegiatan fanam
pekarangan, untuk mendukung Oerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
(GNPIP).

Secara umum, strategi utama pengendalian inflasi di Kota Ambon masih
bertumpu pada strategl naslonal yaitu Keterjangkauan Harga. Ketersediaan
Fasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efeldif (4K}, Pada sim lain,
Pemerintah Kota Ambon jugs terus berupaya memperbaiki daya bell masyarakat
untuk mendorong tingkat konsumsi.

3.2.3. Lain-lain Asums

Asumsi-asums lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024, antara lafn:
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Pada Tahun 2024 (data Bulan Agustus) Jumiah Aparatur Sipil Megara

{ASN) Pemerintash Kota Ambon berjumiah 5.092 orang yang terdiri dari

Colongan | sebanyak 3 orang. Colongan 11 sebanyak 04 orang.

Colongan 11l sebamyak: 3.562 orang dan Golongan [V sebarmyak 919 orang.

Selain Bu terdapat Pegawsal Rontrak sejumiah 1.028 orang, Penganggaran

untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN]) Kota Ambon

disssuaikan dengan ketentuan persturan perundang-undangan serta

memperhitunglan:

8. HRencana kenalkan gaji pokok sebesar § 90 serfa funjangan ASN dan
pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

b. Penganggaran belanja pegewal untuk kebutuhan pengangkatan
Calon ASN serta PFPE.

¢. Penganggaran belanja pegewal untuk kebutuhan kenalkan gajl
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai
dengan memperhitungkan acre sebesar maksimum 2,5% (duz koma
lima persen) dar jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan
tunjiangan.

. Pemerintah Kota Ambon wajib menganggarkan Alokas Dana Desa (ADD)

untuk pemerinteh Desa/MNegeri dalam jenis belanja bantuan keuangan
kepada pemerintah desa paling sedikit 109 (sepuluh persen) dari dana
perimbangan yang diterima oleh Kota Ambon dikurangi Dana Alokasi
Khusus (DAK) dalam APBD Tahun Anggaran 2024,

. Dalam rangka melaksanakan amanat Fasal 230 ayat (2) Undang-Undang

Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7)
dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan dan
Pasal 10 ayat {2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor
130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kota
Ambon menganggarkan kepiatan pembangunan sarana dan prasarana
kelurahan dan pemberdayaan dengan mengalokasikan paling sedilit
sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh desamegerl di Kota
Ambon ditambah Dana Alokasi Urmum (DAL,

Pemerintah Kotz Ambon wafib mengalokasikan anggeran  fungsi
pendidikan selurangdurangnya 209 (dua puluh persen) dari belanja
daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn Pendidikan Nasional dan
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Pazal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Momor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan.

3. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan. Pemerintah Kota Ambon
wajib mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen)
darl total belania AFBD diluar gaji, sesual amanat Pasal 171 ayat (2)
Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

6. Pemerintah Kota Ambon menganggarkan ssburang kurangnya 0, 75% dari
total belanja APBD 2020 untuk pembimyaan program dan kegiatan
pengawasan dalam rangka implementas Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi.

7. Pemerintah Kota Ambon harus mengalokasikan anggaran  unfuk
pendidikan dan peiatihan bagi ASMN dalam rangka pengembangan
kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, sekurang-kurangmya 0.16%
dari tofal belanja daerah, yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang
secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia. yaliu
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKFSDIM)
Kota Ambon.

8. Pembiayaan pembangunan infrastrubdur sekurang-burangnya 25% dari
dana Transfer Umumy/Dana Alokast Umum.

9. Pemerintah Kota Ambon mensinergikan program dan kegiatan dalam
perwusunan APBD Tahun 2024 dengan kebijakan pemerintah, antars lain
Pencapaian $DC's, seperti penanggulangan stunting, kesetaraan gender,
penanggulangan HIV/AIDS, malaria. penenggulangan kemiskinan. dan
akses penyandang masalah kesejahteraan sosial,

10, Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi & Urusan Wajib Pelayanan
Dasar (Standar Pelayanan Minimal),18 Urusan Wajib Non Pelayanan
Dasar. 7 Urusan Pilihan dan 4 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan,

11. Program-program penanggulangan kemiskinan dan pengendalian
penduduk terus dilakukan berdasarkan data yang akurat dan fepat sasaran.

12. Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam rangka pembenahan pelayanan
perizinan serta kepads masyarakat peningkatan Sumber Daya Manusia
dilaksanakan sesuai prioritas nasional 2019-2024.
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3.24. Proyeksi Ekonomi Makro Tahun 2024

ekonomi makro digambarkan pada Tabel 3.

Dalam penyusunan Perubahan APBED Kota Ambon Tahun 2024, proyeks

Tabel 3.
Proyeksi Ekonomi Makro 2024

. | Pertumbuhan Ekonomi (%) 500600 |
2. | Inflasi (9%) <5

3. | Jumish investasi (PMA & PMDN) (Rp. Trityun) 4,00 - 5,50

4. | Tingkst Pengangguran Terbuka (%) | 10.50-11.00
5. | Angka Kemiskinan (%)  400-450 |
6. | IPM (NilaD 81,50 - 82,00
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IV, KEBIJAKAN PENDAPATAN

4.]. Kebijakan Perubahan Perencansan Pendapatan Daerah Yang
Diproyeksikan Untuk Tahun 2023

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diskui sebagai
penambah nilali kekayaan bersh, Pada Tahun 2024, direncanakan pendapatan
daerah dapat bersumber dari:

1} Pendapatan Adi Dasrah [PAD) vang terdid dar kelompok Pajak Daerah,
Retribusi Daersh, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahlan dan
lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang 5ah:

1} Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana
Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan
Tramsfer Antar-Daerzh (Pendapatan Bagl Hasil dan Bantuan Keuangan.

3} Kelompok Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana
Darurat dan/atau laindain sesual dengan kstentuan peraturan perundang-
undangan.

Sejalan dengan dinamika kondisi ekonomi makro pada tahun 2023 serta
asumsi tahun 2024, Pemenintzh Daersh Kota Ambon optimis dalam menyusun
kerangka keuangan desersh dalam Perubahan AFBD tahun 2024, Optimisme
tersebut didasarkan pada perfimbangen pemulihan sekior-sektor ekonomi dan
optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorentasi pada
peningkatan perekonomian daerah. Sejalan dengan ftu, kebijakan pendapatan
dalam penyusunan Perubshan APBD Tahun 2024 adalah sebagai berflut :

I. Penganggaran Pajsk Daerah dan Retribusi Daersh didasarkan pada Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disusun
berdasarkan Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009 tentang Palak Daerah
dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Momor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Dzerah;

2. Penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBED
mempertimbanglkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi
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1.

pajak daerah dan retribusi daerah sesual maksud Pasal 102 Undang-Undang
MNomor 1 Tahun 2022;

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah. Pemerintah Daerah harus
melakukan ekstensifilasi dan  intensifilkasi atas kegiatan pemungutan.
Kegiatan pemunguian tersesbut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarmya paiak
wyang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wafib pajak serta
pengawasan peryetoranmya, dengan berbasis teknodogi.

Penjaringan “Wajib Paiak Dasrah dan Wajib Retribusi Daerah Baru yang ada
dan memasukkannya dalam database Wajib Pajak Daerah dan ‘Wajb
Retribusl Daerah pada Aplikasi Pengelolaan Pendapatan yang ada;
Pembuktian kewajaran penerimaan Pajak Daersh dan Retrbusi Daerah
melalul peninjauan terhadap Wajib Pajak/\Wajib Retribusl yang melaporkan
Pajak/Retribusi yang dinilai tidal/kurang wajar;

Optimalisasi penerimaan plutang Palak Daerah dan Retribusi Daerah melalul
verifikasi piutang kepada seluruh objelk Pajak Daerah untuk memastikan
kebenaran data piutang yang dapat ditagih dengan melakukan penagihan
secara riting

Modernisad  adminisirasi, pengembangan dan pembaharuan aplikasi
pengeiolaan Pajak Daersh dan Retribusi Daerah melalui pendekatan
teknologl informast dalam Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Penyyederhanaan proses pengelolaan PAD  sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam mempermudah Wajlb Pajak dan Wajib
Retribusi dalam melaporkan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi
Daerzh,

Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provins guna
optimalisasi dana transfer;

Peningkatan kerjasama dengan instansi terdait dalam rangka optimalisasi
penerimaan Dana Bagl Hasil Pajak/Bukan Pajak.

42.  Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asi Daersh

(PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Deerah Yang Sah
Pendapatan Dazerzh Kota Ambon dalam Perubahan APED tahun 2024

disnggarkan sebesar Rp.1.258.142.442.185,- meningkat sebesar 0,3% dan

sebelumnya dianggarkan ssbesar Rp1.253.250.793.839,- pada APBD tahun
2024,
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#.2.1. Pendapatan Asli Dasrah

Pendapatan Asli Daerah (FAD) Kota Ambon dalam Perubahan APED Tahun 2024
ditargetian sebesar Rp.223.471.371.461.- bertambah sebesar 2,19 % atau sebesar
Rp. 4.891.648.346,- jika dibandingkan dengan target pendapatan dalam AFPED

tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp.218.579.723.115,- Penerimaan PAD
bersumber dart :

a. Hasl Fajak Daerah

Pendapatan Hasll Pajak Dascrah dalam Perubahan APBD Tahun 2024
ditargetian sebesar Rp.136.336.015.889,- atay dianggarkan smama dengan
penganggaran pada APBED Tahun 2024,

b. Hasl Retribusi Dasrah

Pendapatan Hasil Retribusi Daerah dalam Perubahan APED Tahun 2024
ditargetkan sebesar Rp. 47.553.520.605,- atau sama dengan penganggaran pada
APBD tahun 2024,

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Deerah Yang Dipbsahkan dalam Perubahan
APED Tahun 2024 ditargetikan sebesar Rp. 5.691.648.346,-.
d. lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 5ah
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam Perubahan

APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.33.890.176.621,- atau tama dengan
penganggaran pada APBD tahun 2024,

Pendapatan Asli Daersh Kota Ambon dalam Penyusunan Perubahan
APBD Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 4.
Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon pada
Perubahan AFBD Tahun 2024

APBD APRDP BERTAMEAH/

o UNAERN TAHUM 2024 TAHUN 2024 BERKUIRANG
FE PENDAPATAN ASLI DAERAH 218579.723.115,- | 223.471.371.461,- 4891648345, |
401 | Hasl Pmak Dasrah 130.636.015.589,- | 136336.015880,- | 5.700.000.000- |
412, | Hand Retribun Daerah 47.553.330,608 - | 47.553.530.605- | ':'u
413 " Harl Pengeiolaan Kekayaar £.500.000.000,- 5691640346, | 8048 351.654,- i
| | Daersh yang dipliahkan ¢ |
& 0.4 Lir-iain Pendapatan Asli Daersh B3 ESCLITE.S21,- 3R B0 ATEE2],- 0= 1
vang ah |

Summber - BPKAD 2024

422, Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kota Ambon dalam Perubshan APED Tahun 2024
dianggarkan sebesar Rp.1.008.928.641.372,- Pendapatan transfer tersebut
dianggarkan sama dengan pendapatan transfer pada APBD Tahun 2024,

Target pendapatan transfer daerah Kota Ambon dalam Perubahan APED Tahun

2024 secara lengkap dapat dilihat pada Tabe] 5.

Tabel 5.

Target Pendapatan Transfer Kota Ambon Dalam Perubahan APBD Tahun 2024
HOMOR UBALAN APED TAHUN APBD-P BERTAMBAHY
LRLIT 2024 TAHUN 2024 BERKURANG
4.5 PEMDAPATAM TRAMSFER | 1.ODBEZE.S41373.- 1.O0B.020.681.372.- 0.-
411 | Transher Pemerintsh Pusst | G39.321.315.000- |  ©29.371.315.000,. 0,
422 Transfer Antar Daerah 60.607.326372- | 69.607.326372- | o

Sumier @ BPEAD 2004
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4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Perubshan AFED Tahun 2024

dianggarkan sehesar Rp.25.742.429.352,- Pendapatan tersebut dianggarkan
sgama dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang $ah pada APED Tahun 2024.

Target pendapatan Lain-lLain Pendapatan Daerah Yang 5ah daerah Kota Ambon
dalam Perubahan AFED Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel &.

Tabel 6.
Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang 5ah Kota Ambon Dalam
Perubahan APBD Tahun 2024

HOMWCHR LRALAN APED TAHLUM APELLE BERTAMBAHY
URLFT 024 TAHLUM 2024 BERKLRAMG
4.3, Lain-Lain Pendapatan | 15.742.429.350.- 25.742.429.253 - 0.

| Daersh Yang Sah | |
435 Lain-lain Pendapatam wedu s 25,742 425552 - 25.742.420.552 - .-
dangan ketentaan

Surmber : BPRAD 2024
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V. KEBIJAKAN BEIANJA

2.5 Perubahan Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tenfang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daersh digunakan untuk mendanai
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadl kewenangan dasrah, meliputl
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Belanja Daerah Kotz Ambon dalam Perubahan APED Tzhun
2024, terdird slas :

1) Belania Operasi. yaitu belanja dsersh yang merupakan pengsluaran
anggaran untul: kegistan sehari-hari Pemerintah Diaerah yang memberd
manfaat jangka pendsk yang terdiri dari belania pegawai, belanja barang dan
jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial

2} Belanja Modal, dianggarkan untuk pengelusran yang dilakukan dalam
rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah,
belanja peralatan dan mesin, belania bangunan dan gedung, belanja jalan,
belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya.

3} Belanja Tidsk terduga, dianggarkan untuk keadasn darurat termasuk
keperiuan mendesak yang tidak dapat diprediks sebelumnya serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya.

4] Belanja Transfer, merupakan pengefuaran uang dar Pemerintah Kota kepada
pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan
keuangan

Kebijakan Belanja Daerah Kota Ambon dalam Penyusunan Perubahan APED

Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

. Belanja daerah difokuskan pada prioritas pembangunan daersh Kota Ambon
Tahun 2(:24 (sebagaimana yang tercantum dalam REKFD Kota Ambon Tahun
2024) yaitu dalam rangka Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Melalui Penguatan
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Sistern Layanan Kesshatan Dengan Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang

Berlalitas menuju Ambon Yang Manis, Demokratis dan Mandiri, dengan

pricritas meliputiz

a. Penguatan perekonomian melalu Pariwisata, investasd, Pertanian, Industri
dan Perdagangan. serta Roperasi dan UKM;

b. Penguatan reformasi birokras untuk mewujudkan pemerintahan yang
baik, bersih, cerdas dan profesdonal;

¢. Penguatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu, Adi dan
Merata;

d. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing:

e. Mempercepat Pengurangan Angka Kembkkinan secara sbstrim:

f. Penyediaan Lapangan Kerja Yang Berkualitas;

g. Penguatan Nilal Budaya Lokal serta Pembinaan Mental, Spiritual dan
Wawasan Kebangsaan;

h. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas;

L. Meninghkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; serta

j. Penguatan Fungsi dan Peran PEK.

2. Belanja Deerah yang bersifat tetap dan mengikat sepertl Belania Pegawal,
dialokasikan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada tahun
berkenan;

3. TPPASN Tahun 2024 dianggarkan nominalnya sama besar dengan TPPF ASN
tahun ssbelumnya. dan dapat dianggarkan lebih besar darl tahun sebelumnya
dengan memperhatikan ketentuan dalam Permendagri Momor 15 Tahun
2003:

4. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;

3. Penggunaan dane fungsl kesshatan dalam ranghka peningkatan fungs
kesehatan di Kota Ambon secara konsisten dan berkesinambungan dengan
mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dar total belanja
AFPED di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non
urusan kesehatan yvang merupakan fungs kesehatan:

6. Belanja Daerah berupa Hibah dan Bantuan Sosial diberikan secara selebdif,
akuntabel. ftransparen dan berkeadilan dengan meampertimbangkan
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kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

7. bBelanjz Dasrah berupa Bantuan Keuangan Kepada Desa disrshkan sesusi
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan-
aturan pelaksanaannya;

8. Belanja daerah difokuskan pada kegiatan yang berorentas produktif dan
memilikd manfaat untuk meningkatkan laalitas sumber daya manusis,
pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

9. Belania Daersh berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis
standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

10, Belanja Tidak Terduga diarahkan terutama untuk menyediakan anggaran

siaga (Standby Budgef} dalam rangka penanganan bencana alam maupun
bencana sosial, serfa mengantkipasl peiolak inflasl dasrah. Belanja Tidak

Terduga akan difakukan secara rasional dengan mempertimbanghkan realisasi
Taehun Anggaran 2023 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sfatnya tidak
dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan
pada Tahun 2024,

52. Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan
Belanja Tidak Terdugs
Belanja Draerah dalam Perubahan AFBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar
Rp.1.276.765.193.637,- berkurang  sebesar 1.47%  atau sehesar
Rp.18.735.600.202.- dari sebelummys dianggarkan sebesar
Rp.1.259.500.793.839,- pada APBD Tahun 2024, Alokasd Belania Daerah
digunakan untuk :

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dalam Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sehesar
Rp.1.016.834.658.687 - mengalami peningkatan sebesar 0.03 % atau sebesar
Rp.339.725.963,- dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.1.016.494.932.724 -
dalam APBD Tahun 2024. Alckasi Belanja Operasi tersebut akan digunakan
untuk
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a. Belanja Pegawal

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensas kepada Kepala
Dasrah/wakil Kepala Dasrah, pimpinan/angpota DPRD serta pegawal ASM yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perudang-undangan. Belanja Pegawai dalam
Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.515.964.182.111.-

b. Belanja Barang dan Jasa

Eelanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/asa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/imsa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belania barang dan jasa
dalam Perubahan APBD Tahun 2024, ditargetkan sebesar Rp.431.167.289.092.-
c. Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh
badan ussha millik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasda. seusl
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau
oleh masyarakat, Target belanja subsdi dalam Perubahan APED Tahun 2024
ditargetkan sebesar Rp.520.922.862.-

d. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Dtaerah lainnya,
badan usaha miik negara. BUMD, den/atau badan dan lembaga, serta organlsasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus setiap Eahun anggaran, kecuali ditentulkan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan. Alckasi belanja hibah dalam
Pemyusunan  Perubahan APBD Tahun 2024  ditargetkan  sebesar
Rp.68.672.565.622,-

&, Belanja Bantuan 5osial

Belanja banfuan sodal digunakan untuk menganggarkan pemberian banfuan
berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus meners dan selekdif yang bertujuan
unfuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam
keadaan terfentu dapat berkelanjutan. Alokasi belanja bantuan sosial dalam
Penyusunan  Perubahan APBD Tahun 2024 dialokasikan  sebesar
Rp.509.699,000,-

Target Belanja Operasi Pemerintah Kota Ambon dalam Penyusunan Perubahan
APBD Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 7.



Tabel 7.
Target Belanja Operasi Kota Ambon Dalam Penyusunan Perubshan
APED Tahun 2024
HOMOR — | APBD TAHUN APED - P | BERTAMBAMHY
URUT 2024 TAHUN 2024 BERKURANG
51 BELAMIA OPERASI "1259.500.793.839  1,016.834.658.667 339.725.953
LXK ] Balana Pagawai | 330825483078 SI0EE1B2111 | (14.323.560.600)
512 | BelansBarang dan Jama | 413942710497 |  431.067.289.092 | 17313588605 |
514, | Belanja Subsich | 353ne3rasd | SI0.9221 862 | (3.000.000.000)
515, | Belanja Hibah 57007147300 | BOG7LS60622 | 673418322
EAER Belana Bantuan Sosial | 309.600.000 506.689.000 200.000.000

Sumber ; BFKAD 2034

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal dalam Pemyusunan Perubahan APBD Kota Ambon Tahun 2024
dianggarkan  sebesar  Rp.142.060.030.429,-  berkurang sebesar
Rp.22.075.326.165 - atau sebesar 15,45 % darl sebelumnya dianggarkan sebesar
Rp.164.135.356.5084,- dalam APBD Tahun 2024. Target belanja modal dalam
Perubahan APBD Tahun 2024 oleh Pemerintah Kota Ambon dapat dilihat pada

Tabel 8.
Tabel 8.
Target Belanja Modal Kota Ambon Dalam Perubahan
APBD Tahun 2024
NOMOR URALAN APRD AFRD-P BERTAMEBAHY
URUT TAHUM 2024 TAHUM 2024 BERKLRLANG
5.2 | BELAMIA MODAL 164135.356.594 | 42060030429 | (22.075.326165)

Sumber : BORAD 2024
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5.2.4. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam Perwyusunan Perubshan APBD Tahun 2024 oleh
Pemerintah Kota Ambon, ditargetkan sebesar Rp. 11.553.638.845.- atau
dianggarkan sama dengan target pada APBD Tahun 2024, Target Belanja Tidak
Terduga dalam Pemyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada

Tabel @,
Tabel 9,

Target Belanja Modal Kota Ambon Dalam Perubahan APBD Tahun 2024
HOMOR . LIRALAN AFED TAHUN ARRD -P BERTAMBAH / |
URUT 2024 TAHUN 2024 BERKURANG
a3 | BELAMUA TIDAK 11.533.638.849 1.333.636.840 i}

| TERDUGA

Sunbaer ; BPRAD 2024

5.2.5. Belanja Transfer

Belanja Transfer dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan
sebesar Rp.106.316.865.672,- meningkat sebesar Rp.3.000.000.000,- atau
sebesar 2.82 % dari sebelurmnya diangpsrkan sebesar Rp.103.316.865.671.-
dalam APBD Tahun 2024. Target Belanja Transfer dalam Penyusunan Perubahan
APELD Tahun 2024 secara lengkap dapat dillhat pada Tabel 10.

Tabel 10.
Target Belanja Transfer Kota Ambon Dalam
Perubahan APBD Tahun 2024
MNOMOR UBALAN | APBD TAHUN AFED-F BERTAMBAH
URLUT 2024 TAHUN 2024 BERKURANG
34 BELAMUA TRAMNSFER 103.516.865.672 | 106.306.883.672 3.000.000.000

Sumber ; BPEAD 2004
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Yi. KEBUAKAN PEMBIAYAAN

6.].  Kebljakan Penerimaan Pemblayaan

Penerimaan Pembizyaan merupakan ssmus penerimazn dasrah yang
periu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkensan maupun pada
tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembaiayan Dasrah Kota Ambon dalam
Perubahan APBD Tahun 2024, dianggarkan sebesar Rp.18.622.751.452.-
berkurang dari sebefumnya dianggarkan sebesar Rp.45.000.000.000.- dalam
APED Tahun 2024. Penerimaan tersebut merupakan penerimsan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Target Penerimaan Pembiayaan
Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11.
Target Penerimaan Pembiayaan Kota Ambon dalam Perubahan
APBD Tahun 2024

HOMOR URAIAN APED TAHLUM APED - P BERTAMEAH /
URLT L0034 TAHUN 2004 BEREURARCG
Faneri-Tiaan Permbiayasn 45.000.000,000 18,639, 751450 | (26,877 248.548) |
552 L=bih Perhitungan Anggaran | 43.000.000.000 18.622.791.432 | (26,577 245.548)

Lok T SERTIS PRI
Swumber : BPKAD 2024

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiaysan merupakan semua pengeluaran daerah yang periu
diterima kemball baik pada tashun anggaran berkenaan maupun pada tahun
anggaran beributnya. Pengeluaran pembiayaan dalam peryusunan Kebijakan
Umum Perubahan APBD tahun 2024 tidak dianggarkan. Target pengeluaran
pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 12,
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Tabel 12.
Target Pengeluaran Pemblayaan Kota Ambon Dalam Perubahan
APBD Tahun 2024
HOMWCR URALAN APED TAHUM AFBD - F PROYERI]
LELT 2024 TAHUN 2024 |  APBD 2023
Pengeluaran Pembiayaan 2.750.000.000 0| (2.750,000.000)
Penyertaan Modal (imest) 2. 7500000000 o] (2.730.000.000)

| Pemerintah Daersh

[
Pembayaran pokok Utang | - |r

furndber 1 BRPEALF 2004
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7.1

Yil. STRATEG] PENCAPAIAN

Strategi Pencapalan Pendapatan Daersh
Strategi yang dilaksanakan dalam ranghka pencapaian pendapatan daerah

adalah ;

=

Meningkatkan Kualitas layanan Publik yang lebih efeldif dan makamal
sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan Publik yang
ditawarkan kemasyarakat.

Meninghkatkan dan memperbaild infrastruldur prasarana dan sarana umum
vang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dasrah
khususmya PAD.,

Meninghkathkan sisten koondinasi dan informasi pendapatan daerah kepada
Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat. fepat dan
akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai.

Meningkatan Pendapatan Daerah melzlui intensifikasi dan ekstensifikasi
terhadap Pajak Dasrah dan Retribusi Daerah;

Melakukan perbaikan administras penerimaan pendapatan untuk menjamin
agar semua pendapatan dapat terbumpul dengan baik,

Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah
dengan SEPD Pengumpul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Memberikan dukungan dana berupa pemberian biaya operasional dan
insentif., yang leblh memadsai dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
Pendapatan Daerah khususnya pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Mengkaji sumber pendapatan daerah yang baru untuk ditetaphkan dalam
Perda pungutan baik pajak daersh maupun retribusi daerah serfa mengkaji
ulang peraturan daersh tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang
efektif,
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Melakukan penyederhanaan sistemn administrasi pengelolaan pendapatan
daerah melalui sistem pelayanan satu atap untuk meninghkathan kualitas

pelayanan periilnan yang pada gilirannya diharaplkan dapat meningkatikan
jumilah pendapatan daerah.

Strategl Pencapalan Belanja Daerah
Strategi yang dilalsanakan dalam rangka pencapaian belanja daerah

acdalzh :

-

Belaniz Peranghar Dasrah sesual tugas pokok dan fungs untuk mendulung
pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah, dilaksanakan
berpedoman pada Peraturan Menterl Dalam Megeri Momeor 90 Tahun 2019
tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan MNomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Dasrah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri
Momeor 050-3708 Tahun 2020 tentang Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Pendanaan bagl program prioritas dengan mengedepankan prinsip money
follow program.

Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual,
mental spiritual dan keframpilan SDM dalam rangka meningkatkan
pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;

Pemutakhiran secara berkala terhadsp data terpadu kes=jshterasn sosial dan
data Masyarakat Berpenghasilan Rendah:

Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan
memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilifas kota yang
terpadu dan efisien;

Pemulthan ekonomi melalul dukungan kepada UMEM dan sentra wisata
kudiner, kemudahan perizinan untuk peningkatan iklim investasi, pemulihan
sektor pariwisata serta perdagangan dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan;

Optimalisasi permanfaatan belanja yang bersumber dari transfer khusus (Dana
Alokas Khusus) unfuk keglatan peningkatan kualitas  pendidikan,
peningkatan kualitas kesehatan, peninglkatan infrastruldur jalan dan air bersih,

6
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serta peningkatan kapasitas pelabu pariwisata dan tatakelola destinasi
pariaisala;

T7.2.  Strategi Pembiaysan Daerah
Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian pembiayaan daerah
adalah :
a. Meningkatkan monitoring dan evaluasd secara periodik terhadap
pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun berjalan;
b. Melakukan perhitungan terhadap realisasi belanja dan sisa dana tender untuk
mendapatian nifai SILPA riil:
&,  Meningkatkan investasi pada Bank Daerah;

3
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Yill. PEAUTUP

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama untuk dijadikan dasar
penyusunasn Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon
Tahun 2024.



